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Tata Kelola  SDA yang Mengkibat Dampak Lingkungan Dalam 
Hubungan Antar Bangsa   

Siti Kotijah1 

 

ABSTRACT 

Kalimantan Timur, merupakan propinsi terkaya ketiga di Indonesia, yang 
mempunya banyak kekayaan alam sumber daya alam yang berupa: hutan, tambang, 
laut, keanekargaman hayati, dan lain-lainnya. Kaltim,  secara goegrafis  juga berbatasan 
langsung dengan  Negara tetangga yaitu Malaysia, dan Philipina.  

Permasalahan dampak lingkungan yang ditimbulkan  di Kaltim sudah dalam 
tahap mengkwatirkan bagi  kehidupan masyarakat disini bahkan Negara tetangga juga 
merasakan dampak lingkungannya. Sebagai  contoh “ kasus bencana asap yang sampai  
kenegara tetangga  Kemudian masalah illegal logging, yaitu masalah pencurian kayu 
yang dilakukan oleh oknum-oknum  yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan 
banyak  sector, bahkan Negara tetangga kita juga disinyalir  sebagai penanda  hasil  kayu 
curian dari Kaltim diperbatasan,  bahkan Negara tetangga mempunyai lapangan 
helikoter ditengah hutan di Kaltim,   diduga mendanai  illegal logging,  memfasilitasi 
sarana dan prasarana illegal logging , memindahkan batas-batas patok wilayah 
diperbatasan untuk melakukan illegal logging  dan membuat jalan-jalan tikus ( disarikan 
dari beberapa media Koran di Kaltim 2010).  

Permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan pengelolaan sumber daya 
alam, juga menimbulkan kesengsaraan dan derita bagi masyarakat setempat. Bagaimana 
Penutup PT Kem  yang dimiliki  Australia yang masih menyisahkan berbagai masalah di 
Kutai Barat,  Masalah  pemindahan paksa desa-desa di lingkungan PT Kideco Jaya Agung 
di Paser,  dampak lingkungan pada mata pencarian penduduk dengan ditutupnya tata 
kelola pantai dan masalah HAM yang dilakukan PT Kedico Jaya Agung, sampai sekarang 
masih belum ada penyelesaiannya. Yang menarik pemilik PT Kedico Jaya Agung yang 
berbangsaan Taiwan, dalam proses dituntut kepengadilan oleh pemerintaah disana 
karena melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan Negara lain ( paser Kaltim). 
Sedangka disini, baik pemerintah daerah kabupaten/propinsi dan Negara kita tidak bisa 
melakukan apa-apa. Bahkan kita tidak punya bargaining posision yang kuat, untuk 
menutut orang asing atau pengusaha asing yang melakukan tindak pidana lingkungan 
dalam kontek internasional, bagaimana kompesasi dan biaya yang harus dibayar oleh 
pengusaha kepada masyarakata dan Negara yang  mengalami dampak lingkungan 
tersebut, serta  bagaimana upaya diplomasi terhadap kasus-kasus lain seperti 
pencemaran dilaut.   

Upaya pengadilan maupun diluar pengadilan untuk menuntut suatu keadilan 
akibat   tata kelola  sumber daya alam yang mengkibat dampak lingkungan bagi 
masyarakat.  Upaya-upaya diluar pengadilan dengan jalur diplomasi yang elegan, 
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Sembeliung  4 Samarinda Kaltim, email: fafa_law@yahoo.com. Website: Siti Kotijah.com. 
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humanis, dan mencari jalan terbaik atau win-win solusion, sangat penting dalam kontek 
hubungan antar bangsa yang punya kedudukan yang sama dan prinsip saling 
menghargai antar Negara.  
 
Key Words: SDA,  the mining coal, dampak lingkungan, penegakan hokum. 

        

 

 

 

1.  Kekayaan  Sumber Daya Alam (SDA)  Kaltim 

Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan propinsi terkaya ketiga di 

Indonesia, yang mempunya banyak kekayaan alam sumber daya alam 

yang berupa: hutan, perkebunan, minyak,  tambang, laut, keanekargaman 

hayati, dan lain-lainnya. Kaltim diberi karuniah  Tuhan yang luar biasa 

indah yakni hamparan permani hijau berupa hutan yang lebat, dengan 

keanekaragaman hayati yang beraneka ragam jenisnya, namun berpelan 

tetapi pasti   telah mengalami esploitasi yang luar biasa pula, akibat ulah 

manusia. 

Kekayaan alam berupa hutan, eksploitasi melebihi daya dukung 

dan daya tampung lingkungan,  hutan dijadikan komuditi yang harus 

dihabiskan, dengan cepat sehingga terjadi yang dinamakan “ bom kayu” 

diera tahun 70, semua berlomba-lomba untuk menebang dan membabat 

habis hutan, Sungai Mahakam jadi saksi bisu  bisnis kayu, dan tempat 

lewatnya  tongkang-tongkang  kayu di hilir mudik , bahkan menuju Negara 

tetangga    

Kaltim yang tersisa, hari ini, adalah     hanya Taman Nasional 

Kayan Mentayang di Kabupaten Nunukan.  Semua hancur, semua  

dirusak , baik hutan konservasi maupun hutan lindung hancur, misalnya  

Taman Nasional Bukit Soeharto kondisinya  memprahatinkan dengan 

banyak tambang dan illegal logging, Taman Nasional Kutai (TNK) lebih 

parah, didalam telah dihuni kurang 22 ribu penduduk. Hutan lindung 

Bontang , berdiri rumah sakit yang megah dan fasilatas umum, dan 

lainnya juga mengalami nasib yang sama menuju kehancuran. 



Thema 4 Engineering, Siti Kotijah Fakultas Hukum Unmul Samarinda, Kalimantan Timur 

 

Conference on Humanitarian Action Studies 2011 In Yogjakarta, October 12-14,2011Page 3 
 

 

Masa jaya hutan yang hijau itu telah lewat,  dan sekarang  digantikan oleh 

emas hitam, berupa  tambang batubara,   dan perkebunan kelapa sawit, 

semua orang juga berlomba siang dan malam untuk mengambil, 

menguruk, dan menghabiskan dengan cepat dan jual murah. Era bom 

emas hitam jilid II dikaltim,  sekali lagi menjadi saksi  bisu bisnis dan jalan 

lewatnya poton di Sungai Mahakam. Hal ini yang membuat  menarik 

Guburnur Kaltim, Awang Faruk2 untuk  melakukan survey jumlah proton 

yang mengangkut batubara keluar Kaltim,  ada sekitar  132 proton dan  

ada sekitar   40 kapal loading (menunggu)  yang  mengangkat batubara 

yang dibawa poton   menuju  keluar negeri. Sungguh sangat 

mencengangkan bom emas hitam telah membawa dampak perikehidupan 

di Kaltim yang luar biasa?? Kayakah  Kaltim, sejahterakah masyarakat, 

hilangkan kemiskinan, pengangguran, dengan pesta emas hitam saat ini. 

 Dari paparan Emil Salim,3  Kaltim makin tahun, makin  banyak 

pengangguran, dan angka kemiskinan makin meningkat, tingkat 

kesejahteraan menurut. Pertambangan migas dan batubara memberi 

sumbangan besar kepada PDRB tahun 2010 hingga 47 persen dengan 

tingkat penyerapan tenaga kerja hanya 6, 2 persen.  Kaltim tetap 

menderita dan tidak menikmati batubara untuk konsumsi sendiri secara 

maksimal, semua batabara diekspor, yang masuk  untuk konsumsi  untuk 

kaltim, hanya memperoleh pemasokan batubara, untuk tahun 2008 hanya 

5 persen ,  dan tahun 2010, naik 6,89 persen ( sambutan Guburnur 

dilamin etam, 10 Aguatus 2011). Pengelolaan SDA selama ini, hanya 

berbasis pada ekspor, bukan pemanfaatan dalam negeri. Hal lain, bahwa 

pengelolaan SDA, yang ada untuk kepentingan luarnegeri, dan 

                                                             
2  Survei itu untuk menghitung   hilir mudiknya proton-proton batubara yang melewati 

sungai didepan Gedung Gubernur yang megah.Hasil  survey yang dilakukan SKPD yang dibentuk 

Guburnur pada tahun 2011. Survei ini dalam rangka untuk menghitung jumlah proton yang 

melewati sungai Makahakam, dari pagi sampai malam. 
3 Pertemua anatara semua pihak dalam peningkatan program Kaltim Green di lamin 

Kantor Gubernur.  
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mengabaikan nilai-nilai lingkungan, pada akhirnya masyarakat yang 

merasakan akibatnya. 

 

2.     Dampak Pengelolaan SDA Kaltim  

Bagiamana dengan  masyarakat local di Kaltim,  tentu ada nilai 

positif dan negatif dari pengelolaan SDA, namun jika dikaji dalam 

eksploitasi sumber daya alam Kaltim, paling banyak menimbulkan dampak 

lingkungan sebagai  contoh  bekas pertambangan emas terbesar di 

Indonesia, yakni PT Kem di Kutai Barat, yang dimiliki  Australia yang 

masih menyisahkan berbagai masalah di Kutai Barat , Kota eks tambang 

emas sudah mulai ditinggalkan   penghuninya, menuju kematian abadi,  

ironis,   germerlap pertambangan emas yang dahului begitu menyilaukan, 

kini tinggal  sisa rongsokan tidak berguna, yang tersisa, bekas 

tambang,sumur-sumber berisi limbah tailing,  tidak ada nilai, tidak 

bermanfaat bagai masyarakat sekitar, yang ada terjadi pasca penutupan 

telah tejadi  penggulan hutan, kekeringan, banjir, longsor, sumur-sumur 

tambang dan air tercemar.. 

Permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan pengelolaan 

sumber daya alam, juga menimbulkan kesengsaraan dan derita, pada 

masyarakat Paser, terjadi  pemindahan paksa desa-desa di lingkungan PT 

Kideco Jaya Agung di Paser,  dampak lingkungan pada mata pencarian 

penduduk dengan ditutupnya tata kelola pantai dan masalah HAM yang 

dilakukan PT Kedico Jaya Agung, sampai sekarang masih belum ada 

penyelesaiannya. Yang menarik pemilik PT Kedico Jaya Agung yang 

berbangsaan Taiwan, dalam proses dituntut kepengadilan oleh 

pemerintaah disana karena melakukan tindak pidana pencemaran 

lingkungan Negara lain ( paser Kaltim). 

 

3.  Tata Kelola SDA   dengan Hubungan antar bangsa 

Kaltim secara goegrafis  ada 3 (tiga) Kabupaten (Kutai Barat, Nunukan, 

dan Malinau) yang   berbatasan langsung dengan  Negara tetangga yaitu 
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Malaysia, dan Philipina.  Permasalahan dampak lingkungan yang 

ditimbulkan  akibat pengelolaan SDA Kaltim sudah dalam tahap 

mengkwatirkan bagi  kehidupan masyarakat disini bahkan Negara 

tetangga juga merasakan dampak lingkungannya. Sebagai  contoh “ 

kasus bencana asap yang sampai  kenegara tetangga  Kemudian 

masalah illegal logging, yaitu masalah pencurian kayu yang dilakukan oleh 

oknum-oknum  yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan banyak  

sector, bahkan Negara tetangga kita juga disinyalir  sebagai penanda  

hasil  kayu curian dari Kaltim diperbatasan,  bahkan Negara tetangga 

mempunyai lapangan helikoter ditengah hutan di Kaltim,   diduga 

mendanai  illegal logging,  memfasilitasi sarana dan prasarana illegal 

logging , memindahkan batas-batas patok wilayah diperbatasan untuk 

melakukan illegal logging  dan membuat jalan-jalan tikus ( disarikan dari 

beberapa media Koran di Kaltim 2010).  

 Izin-izin  dalam pengelolaan sumber daya alam berupa  izin 

perkebunan  kelapa sawit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim,  

disinyalir  dijadikan ajang broker jual beli izin oleh  pengusaha-pengusaha 

local, setelah dapat izin dari pemerintah daerah kemudian  dialihkan atau 

dipindah tangankan kepada  Negara tetangga. Sehingga  pengelolaan 

sumber daya alam Kaltim, banyak dikuasai Negara tetangga dan  asing.  

Sedangka disini, baik pemerintah daerah kabupaten/propinsi dan 

Negara kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kita tidak punya 

bargaining posision yang kuat, untuk menutut orang asing atau 

pengusaha asing yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam kontek 

internasional, bagaimana kompesasi dan biaya yang harus dibayar oleh 

pengusaha kepada masyarakata dan Negara yang  mengalami dampak 

lingkungan tersebut, serta  bagaimana upaya diplomasi terhadap kasus-

kasus lain seperti pencemaran dilaut.   

 

4. Nilai-nilai dalam hubungan antar bangsa 
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Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, social, 

budaya) yang dikuasai oleh suatu Negara. Secara politis, batas Negara 

adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk 

potensi yang berada dipermukaan bumi.4 Pasal 4 angkat 4 UU No.43 

Tahun 2008 tentang Wilayah negera, mendefinikan, batas  wilayah 

Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu 

Negara yang didasarkan atas hokum internasional. Dalam pembatasa 

Negara merupakan manivestasi utama kedaulatan wilayah suatu Negara, 

ini mempunyai peranan penting dlaam penentuan batas kedaulatan, 

pemanfataan sumber daya alam, menjaga  keamanan dan keutuhan 

wilayah, serta mempunyai nilai stratagis dalam mendukung pembangunan 

nasional. 

 Dalam beberapa persoalan pengelolaan sumber daya alam, 

kedaulatan Negara ini, sering disebut sebagai “penyebab” terjadinya 

konflik atau sengketa antar bangsa satu dengan yang laiinya. Dalam 

artian oleh karena banyaknya jumlah Negara sering terjadi pertentangan 

dalam penerapan masing-masing yuridiksi oleh Negara-negara.5Dalam 

konsep hokum internasional, kedaulatan memiliki tiga (3) aspek utama, 

yaitu ekstern, intern dan territorial.6 

Kedaulatan membawa konsekuensi, bahwa Negara ternyata 

memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Pemahaman 

                                                             
4 Stake, J.G, Pengantar Hukum Internasinol. Bandung, Sinar Grafikas, 1972, h. 95. 
5 Mehendara Putra Kurnia, Hukum Kewilyaan Indonesia,, (Harmonisasi pengembangan 

kawasan berbasis teknologi geospasial, universitas Brawijaya Press (UB OPress) 2011, h.28. 
6 a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebes 

menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok laian 
tanpa kekangan, atau pengawasan dari Negara lain; 

    b. Aspek intern kedaultan ialah hak dan kewajiban atau wewenang eksklusif suatu 
Negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga-
lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta 
tindakan-tindakan untuk mematuhi; dan 

   c.  Aspek territorial kedaualtan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki 
oleh Negara atas induvidu-individu dan benda-benda yang terdapat diwialyah 
tersebut( Borer Mauna, 2000)  
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tanggungjawab disini dalam arti responsibility 7dengan tanggungjawab 

dalam arti liability. Yang didifinisikan secara sederhana sebagai 

tanggungjawab untuk membayar sesuatu atas kerusakan atau kerugian 

yang ditimbulkan akibat dari sebuat perbuatan  (konsep ganti kerugian), ini 

dipakai dalam hokum perdata, dan hokum lingkungan. Sedangkan dalam 

hokum tata Negara dan hokum internasional, liability digunakan secara 

terbatas, dalam contoh kasus, jika ada suatu perbuatan Negara yang 

merugikan Negara lain, maka konsep liability yang digunakan.8  

Dengan  pengelola sumber daya alam,  nilai-nilai dalam hubungan 

berbangsa juga harus dijaga hal ini penting,  karena ada nilai-nilai yang 

terkandung pada kawasan, perbatasa antara lain: 

a) Nilai persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah; 

b) Nilai cita dan tujuan Negara; 

c) Nilai kedaulatan; 

d) Nilai pertahanan dan keamanan; 

e) Nilai  politik, ekonomi, social dan budaya; 

f) Nilai pembagian kewenangan adminitratif; 

g) Nilai kerjasama dan hormat menghormati antar bangsa; 

h) Nilai perencanaa pembangunan dan; 

i) Nilai geografis spasial .  

Dari nilai-nilai di atas, yang terbangun dalam hubungan antar 

bangsa, maka akan mencegah terjadinya illegal logging, illegal fising, 

human trafficking, arm smuggling,  terrorism, pencemaran lingkungan  dan 

tindak pidana internasional. 

Seperti ketahui, di Kaltim banyak kasus kerusakan dan  

pencemaran lingkungan hidup, yang mengarah pada hubungan antara 

bangsa. Dalam hal ini kasus pencemaran lintas bangsa, khususnya 

bidang energy tidak terbarukan yakni pertambangan batubara.  dari data 

                                                             
7 Responsibility didefiniskan sebagai kemampuan untuk menjawab janji pada diri sendiri, 

dalam article 1 dari draf Konvensi tentang Tanggungjawab Negara, dikatakan,”bahwa every 
internasionally wrongful act of a state entails the internasional responsibility of the state. 

8 Ibid, 32 
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Jatam, seluruh Kaltim, telah ada 1.232 IUP (Izin Usaha Pertambangan)9, 

ada beberapa pemilik IUP berkebangsaan asing.  

Daya rusak tambang yang begitu besar, berdampak lingkungan 

pada lingkungan sekitar merusak hidup kehidupan masyarakat. Namun 

dalam hubungan dengan penegakan hokum, sangat jarang dilakukan, 

meskipun sudah ada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral 

dan Batubara. Usaha pertambangan hanya menyangkut hubungan hokum 

pemilik usaha (swasta) dengan investasi dinegara tersebut,  sehingga 

orintasinya hanya profit, bukan dalam hubungan Negara dengan Negara 

lain.  Pengelolaan SDA, yang berbasis profit, oleh beberapa pemilik asing, 

banyak mengabaikan  kerusakan  dan pencemaran lingkungan, yang 

berdampak lingkungan pada masyarakat setempat.  

Upaya menuntut tata kelola yang baik dan benar, sesuai filosofi 

UUPPLH, baik melalui  pengadilan maupun diluar pengadilan untuk  

mendapat  keadilan. Upaya diluar pengadilan dengan jalur diplomasi yang 

elegan, humanis, dan mencari jalan terbaik atau win-win solusion, sangat 

penting dalam kontek hubungan antar bangsa yang punya kedudukan 

yang sama dan prinsip saling menghargai antar Negara. Inilah yang ingin 

dituntut dalam suatu tanggung jawab Negara (state responsibility) dalam 

kasus pecemaran dan kerusakan lingkungan lintas batas Negara,  hal ini 

timbul orang-orang atau badan-badan yang merupakan organ Negara 

telah bertindak dalam kapasitas yang: 

a) Have caused the pollution due to carelessness;  

b) Have not exercise sufficient due diligence in the prevention or 

combatting of pollution by individuals or legal persons in the 

territory ; and 

                                                             
9Laporan Jaringan Avdokasi Tambang (Jatam) Samarinda Kaltim, tahun 2010, yang 

tersebar pada 14 kabupaten/kota. Dari IUP yang ada, ada beberapa perusahaan pertambangan 
yang besar dimiliki oleh Negara lain, Seperti PT Kedico Jaya Agung, kebangsaan Tiawan, PT Banpu, 
Thailand, PT KEM Australia, dan lain-lainnya 
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c) Have neglected to take repressive measures or the offer injured 

persons reasonable possibilities of restitution and compensation 

for damage sustained . 

   Point ( c) diatas mengandung implikasi, yakni apabila perbuatan 

melawan hokum dari suatu Negara telah dapat dibuktikan, bahwa Negara 

itu memikul tanggungjawab Negara, dan perbuatan itu menimbulkan 

kerugian pada Negara lain, maka Negara tersebut dibebani 

tanggungjawab  perdata untuk memberi ganti rugi kepada Negara yang 

dirugikan10, seperti kasus PT Kideco, kasus PT Kem yang beroperasi di 

Indonesia. State liability untuk kerusakan lingkungan diberikan atas 

pelanggaran kewajiban hokum internasional, yang ditetapkan dalam 

traktat atau oleh aturan hokum kebiasaan intenasional, yang menganut 

prinsip-prinsip umum internasional. Kewajiban seperti itu menghendaki 

Negara mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan atau 

mencegah Negara dari perbuatan yang mengizinkan suatu kegiatan atau 

merusak mencemarkan lingkungan.11    

Instrumen hokum yang menetapkan hokum internasional mengatur 

tentang state liability terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

belum ada, walaupun ada Internasional Law Commission dan beberapa 

organisasi regional telah mempersiapkan draf instrument tersebut. Untuk 

menetapkan rules of general application (aturan-atauran yang berlaku 

umum untuk state liability.   Sehingga Negara yang menekan pada tata 

kelola sumber daya alam seperti Indonesia, dapat menuntut pihak-pihak 

yang berinvestasi dalam usaha pertambangan yang berdampak 

lingkungan dapat diminta pertanggungjawab, baik atas nama perorangan 

maupun Negara. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 
                                                             

10  Philippe Sands, 1995 Principles of Intenational invironmental Law, volume 1 
Frameworks,  Standards and Implementation, New York, Manchester Univesity Press,, h. 630. 

11 Ibid, h.632. 
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1. Dalam  pengelolaan SDA, pemerintah Indonesia, Khusus 

Kaltim tidak hanya berorintasi pada profit, juga perhatikan 

aspek dampak lingkungan yang ditimbukan; 

2. Usaha Pertambanga Batu Bara, merupakan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaruo dan  mempunyai daya 

rusak lingkungan yang begitu besar bagi lingkungan, 

sehingga tata kelola tidak boleh keruk habis,dan dijual murah 

terhadap asing;  dan 

3. Dalam  penyelesian sengketa dilakukan melalui pengadilan 

maupun diluar pengadilan. Upaya diluar pengadilan dengan 

jalur diplomasi yang elegan, humanis, dan mencari jalan 

terbaik atau win-win solusion, sehingga dalam hubungan 

antar bangsa yang punya kedudukan yang sama dan prinsip 

saling menghargai antar Negara.  

5.2.Saran. 

1. Dalam pengelolaan SDA yang berdampak lingkungan dalam hubungan antar 

bangsa, harus ada aturan-aturan yang seyogianya diatur dengan traktat atau 

hokum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip umum hokum internasional; 

2. Dalam hubungan antar bangsa, harus dijunjung nilai-nilai saling menghargai 

antar bangsa, khususnya yang berbatasan langsung dengan suatu Negara dalam 

pengelolaan SDA; dan  

3. Adanya penegakan hokum yang jelas dan pasti di Kaltim dan Indonesia dalam 

kontek penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga Negara lain 

tidak berbuat  sesuatu yang melanggar hokum. 
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